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Kata Pengantar

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-
sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi

kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan
dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pungging Tahun
Anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan
PunggingTahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan

pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa
memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam

melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 21 Juli 2026




IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan
capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun
2025. Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian
Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-
2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode
perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis
dengan total 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4

indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode
perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator;

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-
2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;

Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;

nalE A

Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-
masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pungging
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI |% CAPAIAN
1 | Terwujudnya Pelayanan IKM Kecamatan 91 91,27 100,2%
Publik yang Optimal

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja

tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:



%
NO KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI CAPAIAN
1 | Terselenggaranya Persentase pelayanan yang terlayani 100% 100% 100%
pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan
sesuai standar
pelayanan
2 | Terselenggaranya Persentase hasil koordinasi yang 100% 100% 100%
fasilitasi dan ditindaklanjuti
koordinasi
pemerintahan
3 | Meningkatnya 3.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,50 82,59 100,1%
Tatakelola Birokrasi
Pemerintahan yang
Efektif, Efisien dan .
Akuntabel 3.2 | Persentase Realisasi 95,90% 95,90% 100%
Anggaran Perangkat Daerah
3.3 | Indeks Profesionalitas ASN 81 81,1 100,1%
4 | Optimalisasi Kualitas Jumlah Inovasi yang terinternalisasi 2 Inovasi | 2 Inovasi 100%
Pelayanan melalui dan tersosialisasi serta berkelanjutan
Pembangunan Inovasi
yang Mempunyai Nilai
Tambah

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode

2025-2029)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi %o
Capaian

Meningkatnya Kinerja IKM Kecamatan 91 91,27 100,2%
Layanan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Tata | Nilai SAKIP Kecamatan 82,50 82,59 100,1%
Kelola Penunjang
Pencapaian Kinerja
Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Persentase layanan yang 100% 100% 100%
Ketepatan Layanan diselenggarakan sesuai
(Kualitas Pelayanan) standar
Terwujudnya Sinergitas Persentase hasil koordinasi 100% 100% 100%

antara Pemerintah Desa
dan Pemerintah Daerah

yang ditindaklanjuti

Kinerja keuangan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan

realisasi sebesar Rp 2.819.747.543,00 atau 95,90% dari total pagu anggaran sebesar Rp

2.940.400.900,00.

Capaian kinerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus

meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat

mewujudan harapan tersebut.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam
Perpres 29/2014 dan Permenpan RB 53/2014 sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan SAKIP sebagai rangkaian
sistematik aktivitas untuk penetapan, pengukuran, pengelolaan data, dan pelaporan
kinerja demi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP mencakup pelaporan kinerja sebagai elemen wajib,
termasuk laporan interim dan tahunan atas prestasi kerja berdasarkan anggaran yang
dialokasikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 memberikan petunjuk teknis penyusunan
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah
untuk menstandarisasi proses akuntabilitas. Laporan kinerja wajib menyajikan capaian
target, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, efisiensi sumber daya, serta
perbandingan dengan standar nasional.

Penyusunan laporan kinerja diwajibkan untuk memastikan transparansi hasil
kerja kepada publik, evaluasi objektif melalui reviu, dan bahan pertanggungjawaban
pencapaian misi instansi sesuai RPJMN dan RPJMD. Hal ini mendukung peningkatan
kinerja secara bertahap.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen tahunan yang
menyajikan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis
organisasi. Dokumen ini menggambarkan ikhtisar capaian kinerja berdasarkan
rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan, termasuk analisis keberhasilan,
kegagalan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Proses pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah mengikuti tahapan
sistematis sesuai petunjuk teknis untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas data.
Tahapan ini dimulai dari perencanaan hingga reviu akhir sebelum diserahkan.

Laporan kinerja memiliki hubungan erat dengan dokumen perencanaan sebagai

alat evaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen ini



menjadi umpan balik untuk menyempurnakan siklus perencanaan berikutnya dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja membandingkan realisasi capaian dengan target dari Renja
(Rencana Kerja), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Renstra (Rencana
Strategis) untuk mengukur konsistensi dan keselarasan. Perpres 29/2014 dan
PermenpanRB 53/2014 mewajibkan integrasi ini agar laporan mencerminkan
efektivitas pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan.

Hasil evaluasi dari laporan kinerja menjadi dasar penyesuaian target dan prioritas
pada Renstra, Renja, serta RKPD tahun anggaran berikutnya. Laporan kinerja
menyediakan data realisasi capaian dibandingkan target perencanaan sebelumnya,
termasuk analisis varians dan efisiensi sumber daya. Informasi ini digunakan untuk
mengidentifikasi kelemahan program, sehingga perencanaan strategis dapat lebih

realistis dan terukur.

Gambaran Umum

Kecamatan Pungging berada pada kurang lebih 32 km dari timur ibukota
Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 48.160 km2 dengan kemiringan lahan 3-
15 terdiri dari lahan pertanian dan non pertanian, lahan perumahan dan pekarangan.
Wilayah Kecamatan Pungging terletak pada ketinggian rata —rata 25-30m diatas
permukaan air laut dan curah hujan 1504 mm.

Secara administratif Kecamatan Pungging terdiri dari 19 Desa serta jumlah
penduduk sebesar 80.750 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Mojokerto per Desember 2025) dengan rincian sebagai berikut :

19 desa yang berada di wilayah kecamatan Pungging diantaranya Purworejo,
Curahmojo, Mojorejo, Sekargadung, Tempuran, Jatilangkung, Banjartanggul,
Kalipuro, Randuharjo, Kembangringgit, Pungging, Lebaksono, Tunggalpager,

Balongmasin, Jabontegal, Kedungmungal, Watukenongo, Ngrame, dan Bangun.

Kecamatan Pungging berada pada kurang lebih 32 km dari timur ibukota
Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 48.160 km2 dengan kemiringan lahan 3-
15 terdiri dari lahan pertanian dan non pertanian, lahan perumahan dan pekarangan.
Wilayah Kecamatan Pungging terletak pada ketinggian rata —rata 25-30m diatas
permukaan air laut dan curah hujan 1504 mm. Adapun batas — batas wilayah

Kecamatan Pungging sebagai berikut :



o Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo
o Sebelah Timur : Kecamatan Ngoro
o Sebelah Selatan : Kecamatan Pungging

Kec.Kutorejo

o Sebelah Barat : Kecamatan Mojosari

Kecamatan Pungging merupakan unit administratif di bawah pemerintah
Kabupaten Mojokerto yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan
umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Struktur

organisasinya, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PUNGGING

CAMAT
SEKRETARIS
KECAMATAN
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM KASUBAG UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN

KASI KasI KASI KASI
KETENTRAMAN,
PEMERINTAHAN CETERTIBAN UMM PEMBANGUNAN [l  KEMASYARAKATAN

KASI
PELAYANAN

DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKATAT

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pungging

Susunan organisasi kecamatan mencakup Camat di puncak hierarki. Camat
dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari Subbagian Umum dan
Kepegawaian serta Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan. Struktur
organisasi juga meliputi beberapa seksi utama seperti Seksi Pemerintahan, Seksi
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Seksi Pembangunan,

Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan. Dalam pelaksanaan tugas, Kecamatan
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Pungging didukung oleh fasilitas perkantoran, teknologi informasi serta jaringan

komunikasi yang memadai guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
.3 Isu-isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pungging tetap
mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap
perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun

Pemerintah Pusat.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada
perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Pungging dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dengan maksimal.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Pungging antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional
dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan
perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;

2. Kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat akan pelayanan yang diberikan
(jenis, persyaratan dan prosedur pelayanan);

Kurangnya pengawasan berbasis kinerja;

Kurang meratanya pembagian kegiatan yang berhubungan langsung maupun
yang tidak berhubungan langsung dengan kinerja selaku perangkat daerah hingga
berdampak pada kurang maksimalnya peran Kecamatan Pungging terhadap
perwujudan pencapaian visi dan misi daerah.

Meningkatkan pelayanan kecamatan di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi, namun juga
membuka peluang melalui inovasi digital dan optimalisasi peran kecamatan. Adapun
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai
berikut:

e Tantangan
Rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan, administrasi keuangan, dan
teknologi informasi menghambat pelayanan efektif. Kurangnya koordinasi antar
unit kerja, stakeholder, serta infrastruktur terbatas seperti akses geografis sulit

menjadi hambatan umum. Pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan



masih minim, ditambah beban legitimasi dari kabupaten yang menambah tekanan
aparat.

e Peluang
Optimalisasi peran kecamatan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) memungkinkan pelayanan cepat, transparan, dan satu loket.
Inovasi seperti layanan daring dan pelimpahan wewenang dari bupati ke camat
dapat meningkatkan kualitas, terutama di wilayah terpencil. Dukungan stakeholder
dan kepercayaan masyarakat membuka ruang untuk responsif terhadap dinamika

pembangunan.

Isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan kecamatan
diformulasikan dari evaluasi Rencana Kerja sebelumnya, identifikasi permasalahan,
serta prediksi tantangan strategis seperti peningkatan pelayanan dan koordinasi.
Rekomendasi ini dirancang strategis untuk ditindaklanjuti, selaras dengan Rencana
Strategis, dan relevan bagi Kecamatan Pungging. Isu-isu penting berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Isu dan Rekomendasi Pelayanan
Kurang optimalnya pelayanan administrasi terpadu (PATEN) akibat keterbatasan
SDM dan infrastruktur. Rekomendasi: meniingkatkan pelatihan aparatur dan
fasilitasi standar pelayanan minimal melalui program peningkatan kapasitas
kinerja.

2. Isu dan Rekomendasi Koordinasi
Minimnya sinergi antar perangkat daerah, desa, dan stakeholder dalam
perencanaan pembangunan. Rekomendasi: Menyelenggarakan rakor rutin
Muspika dan pendampingan desa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan
pemerintahan.

3. Isu dan Rekomendasi Pemberdayaan
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Rekomendasi:

Melakukan pembinaan organisasi masyarakat.

Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Pungging selama tahun 2025. Capaian kinerja

tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2025 sebagai
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tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Kecamatan Pungging Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB | PENDAHULUAN
Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; profil yang
meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis;

serta sistematika penulisan Laporan Kinerja.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan

perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud
dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang
mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi

tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP
Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan
upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan

Kinerja.



1.1

BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023
tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025

memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui

Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi
yang perlu dilaksanakan, yaitu:
1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-
nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih,
transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama “membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta

pelayanan administratif’, mendukung pencapaian misi ke-3:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,

Transparan”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:



Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode

2021-2025)
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik IKM Kecamatan 91
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan IKM Kecamatan 91
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tingkat Kepuasan Pengguna 100%
Daerah Kabupaten/Kota Layanan Kesekretariatan
Persentase Realisasi Anggaran | 95,90%
PD
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Kinerja PD yang 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai Minimal 90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan |6 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi |21 Laporan
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase  Hasil Temuan 100%
Pemeriksaan Laporan
Keuangan yang ditindaklanjuti
Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 17
Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Indeks Profesionalitas ASN PD 81
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 100%
Sarana dan Prasarana Kantor
sesuai standar
Persentase Pelayanan Umum 100%
yang Terlaksana Sesuai Standar
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan | 1 Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan  Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik | 12 Paket
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan | 2 Paket
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan 12
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan | Dokumen
Perundang-Undangan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material | 2 Paket
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah laporan | 12 Laporan
dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan  Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa 100%
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai
Kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Penyediaan |12 Laporan

Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan




Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan |12 Laporan
Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Ketersediaan 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sarana dan Prasarana Kantor
sesuai standar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan 2 Unit
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase = Layanan yang 100%
Dan Pelayanan Publik Diselenggarakan Sesuai
Standar
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase Aduan Masyarakat 100%
Dilimpahkan kepada Camat yang telah ditindaklanjuti
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan | 8 Laporan
yang terkait dengan Nonperizinan Nonperizinan pada  Urusan
Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase hasil koordinasi 100%
Pemerintahan Desa yang di tindaklanjuti
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Jumlah laporan koordinasi 23 Laporan
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah  Dokumen  yang |8 Dokumen
Pemerintahan Desa Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan | Jumlah Dokumen |5 Dokumen
Pembangunan Daerah dengan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Fasilitasi |5 Dokumen
Ketenteraman dan Ketertiban dalam rangka
Umum Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Jumlah Dokumen Fasilitasi |5 Dokumen
Fungsi, dan Kewajiban Lembaga dalam rangka Pelaksanaan
Kemasyarakatan Tugas, Fungsi, dan
Kewaijiban Lembaga
Kemasyarakatan

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029

memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah



“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi
yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.

2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga
ketentraman masyarakat.

3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM
(Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan
keluarga yang sejahtera.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung

akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama “membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta

pelayanan administratif’, mendukung pencapaian misi ke-1:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola

pemerintahan yang baik”
Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel 1.1 Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode
2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik IKM Kecamatan 91
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan IKM Kecamatan 91
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tingkat Kepuasan Pengguna 100%
Daerah Kabupaten/Kota Layanan Kesekretariatan
Persentase Realisasi Anggaran | 95,90%
PD
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Kinerja PD yang 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai Minimal 90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan |6 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi |21 Laporan
Kinerja Perangkat Daerah
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Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase  Hasil Temuan 100%
Pemeriksaan Laporan
Keuangan yang ditindaklanjuti
Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 17
Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Indeks Profesionalitas ASN PD 81
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 100%
Sarana dan Prasarana Kantor
sesuai standar
Persentase Pelayanan Umum 100%
yang Terlaksana Sesuai Standar
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan | 1 Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan  Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik | 12 Paket
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan | 2 Paket
Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan 12
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan | Dokumen
Perundang-Undangan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material | 2 Paket
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah laporan | 12 Laporan
dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan  Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa 100%
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai
Kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Penyediaan |12 Laporan
Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan |12 Laporan
Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Ketersediaan 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sarana dan Prasarana Kantor
sesuai standar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan 2 Unit
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi
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Fungsi, dan Kewajiban Lembaga

dalam rangka Pelaksanaan

Kemasyarakatan Tugas, Fungsi, dan
Kewaijiban Lembaga
Kemasyarakatan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase @ Layanan yang 100%
Dan Pelayanan Publik Diselenggarakan Sesuai

Standar
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase Aduan Masyarakat 100%
Dilimpahkan kepada Camat yang telah ditindaklanjuti
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan | 8 Laporan
yang terkait dengan Nonperizinan Nonperizinan pada Urusan
Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase hasil koordinasi 100%
Pemerintahan Desa yang di tindaklanjuti
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Jumlah laporan koordinasi 23 Laporan
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah  Dokumen  yang |8 Dokumen
Pemerintahan Desa Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan | Jumlah Dokumen |5 Dokumen
Pembangunan Daerah dengan Sinkronisasi  Perencanaan
Pembangunan Desa Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Fasilitasi |5 Dokumen
Ketenteraman dan Ketertiban dalam rangka
Umum Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Jumlah Dokumen Fasilitasi |5 Dokumen

1.2 Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya,
Kecamatan Punggingmemiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi
utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:
Tabel 11.2.A Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-
2025)
No. SASARAN INDIKATOR PENJELASAN / SUMBER PENANGGUNG

KINERJA FORMULASI DATA JAWAB
PERHITUNGAN
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1. | Terwujudnya IKM Kecamatan | Laporan Hasil Sukma E Laporan Hasil Kecamatan
pelayanan publik Ket = Sukma E
yang optimal Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
adalah pengukuran
secara konprehensif
kegiatan tentang
tingkat kepuasan
masyarakat dan
keterlibatan
masyarakat dalam
menempuh jaminan
akses informasi publik
berdasarkan pedoman
pengelolaan informasi
dan dokumentasi.
Kategori Tidak Baik :
25,00 - 64,99
Kategori Kurang Baik :
65,00 — 76,60
Kategori Baik : 76,61 —
88,30
Kategori Sangat Baik :
88,31 -100,00
No. KINERJA LAINNYA INDIKATOR PENJELASAN / SUMBER PENANGGUNG
KINERJA FORMULASI DATA JAWAB
PERHITUNGAN
1. | Terselenggaranya Persentase (Jumlah Pelayanan Yang Laporan Kecamatan
Pelayanan PATEN Pelayanan Yang | Terlayani Sesuai Standart Hasil
Sesuai Standar Terlayani Sesuai | Pelayanan /Jumiah Pelayanan
Pelayanan Standar Pelayanan
2. Pelayanan Yang Terlayani) x 100% Kecamatan
Terselenggaranya Persentase Hasil (Jum!ah I?okumen Hasil Dol.<umen
Fasilitasi dan Koordinasi Kc.)c.)rdlna5| \.(arTg Hasil o
3. Koordinasi Ditindaklanjuti / Jumlah Koordinasi Inspektorat
) Yang Dokumen Hasil
Pemerintahan Ditindaklanjuti | Koordinasi ) x 100%
Laporan
Nilai SAKIP Laporan Hasil Hasil
Meningkatnya Kecamatan Evaluasi SAKIP Evaluasi
Tatakelola Birokrasi Ket Nilai SAKIP : Inspektorat

Pemerintahan Yang
Efektif, Efisien dan
Akuntabel

Kategori Sangat Kurang : 0
-30
Kategori Kurang : 30— 50
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Optimalnya Kualitas
Pelayanan melalui
Pembangunan Inovasi
yang mempunyai nilai
tambah pada
Kecamatan

Tugas Direktif
Pimpinan

Persentase
Realisasi
Anggaran
Kecamatan

Indeks
Profesionalitas
ASN
Kecamatan

Jumlah inovasi
yang
terinternalisasi
dan tersosialisasi
serta
berkelanjutan
pada
Kecamatan

Persentase
Penyelesaian
Tugas Direktif
Pimpinan

Kategori Cukup : 50 — 60
Kategori Baik : 60 -70
Kategori Sangat Baik : 70 —
80

Kategori Memuaskan : 80 -
90

Kategori Sangat
Memuaskan : 90 — 100

(Realisasi Anggaran / Pagu
Anggaran) x
100%

Ket IP ASN :

Kategori Sangat Rendah :
=< 60

Kategori Rendah : 61 — 70
Kategori Sedang : 71 — 80
Kategori Tinggi : 81 — 90
Kategori Sangat Tinggi : 91
-100

Jumlah inovasi yang
terinternalisasi dan
tersosialisasi serta
berkelanjutan pada
Kecamatan

(Jumlah Realisasi
PBB/Jumlah Target
PBB)/100%

Laporan
Realisasi
Anggaran
Kecamatan

Laporan
Hasil

Evaluasi
BKPSDM

Laporan
Inovasi
Kecamatan

Laporan
PBB
(Dispenda)

Kecamatan

BKPSDM

Kecamatan

Dispenda
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Tabel 11.2.B Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-

2029)
No Sst?:?;gins Indlkalljttoarmlgnerja Satuan Penjelasan/Formulasi Slg:tl;er
1. Meningkatnya IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan Laporan
Kinerja Ket: Hasil
Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah | Sukma-E
Kecamatan hasil pengukuran dari kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat berupa
angka. Survei Kepuasan Masyarakat
adalah kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Kategori Tidak Baik : 25,00 — 64,99
Kategori Kurang Baik : 65,00 — 76,60
Kategori Baik : 76,61 — 88,30
Kategori Sangat Baik : 88,31 —
100,00
Total dari Nilai Persepsi per Unsur
------ x Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi
Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Nilai SAKIP Kecamatan Laporan
Kualitas Tata | Kecamatan Ket: Hasil
Kelola Kategori Sangat Kurang : 0 — 30 Evaluasi
Penunjang Kategori Kurang : 30 — 50 SAKIP
Pencapaian Kategori Cukup : 50 — 60
Kinerja Kategori Baik : 60 -70
Perangkat Kategori Sangat Baik : 70 — 80
Daerah Kategori Memuaskan : 80 -90
Kategori Sangat Memuaskan : 90 —
100
Meningkatnya Persentase Persent | Jumlah layanan yang terlayani sesuai | Laporan
Kualitas layanan yang ase standar Hasil
Ketepatan diselenggarakan Pelayana
Layanan sesuai standar | | - x 100% n
(Kualitas Jumlah pelayanan yang terlayani
Pelayanan)
Terwujudnya Persentase hasil | Persent | Jumlah dokumen hasil koordinasi Dokumen
Sinergitas koordinasi yang ase yang ditindaklanjuti Hasil
antara ditindaklanjuti Koordinas
Pemerintah | 1 | e x 100% i
Desa dan Jumlah dokumen hasil koordinasi
Pemerintah
Daerah

1.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam
setahun akan mengalami perubahan, jika:
a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan

dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
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c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan
perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah
perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Camat Pungging Tahun
2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja

ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel I1.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan periode
2021-2025)

Realisas
Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target ] Capaian
i
Tewujudnya pelayanan IKM Kecamatan 91 91,27 100,2%
publik yang optimal

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen
Perencanaan Periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja
lainnya, yaitu:

Realisas
Kinerja Lainnya Indikator Kinerja Target ) Capaian
i
Persentase 100% 100% 100%
Terselenggaranya
| pelayanan yang
pelayanan PATEN sesuai . .
terlayani sesuai
standar pelayanan
standar pelayanan
Persentase 100% 100% 100%
Terselenggaranya . o
o L hasil koordinasi
fasilitasi dan koordinasi
, yang
pemerintahan - o
ditindaklanjuti
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Meningkatnya Tatakelola Nilai 82,5 (A) 182,59 (A) | 100,1%
Birokrasi Pemerintahan SAKIP
yang Efektif, Efisien dan Perangkat
Akuntabel Daerah
Persentase 95,90% | 95,90% 100%
Realisasi
Anggaran
Perangkat
Daerah
Indeks 81 81,1 100,1%
Profesionalitas | (Tinggi) | (Tinggi)
ASN
Optimalisasi Kualitas _
. Jumlah Inovasi yang
Pelayanan melalui _ o 2 100%
] terinternalisasi dan 2
Pembangunan Inovasi . | Inovasi
o tersosialisasi serta Inovasi
yang Mempunyai Nilai .
berkelanjutan
Tambah
Tabel 11.3.B Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai Dokumen
Perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan | IKM Kecamatan 91 91,27 100,2%
Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Tata Nilai SAKIP 82,50 82,59 100,1%
Kelola Penunjang Pencapaian Kecamatan
Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Persentase layanan 100% 100% 100%
Ketepatan Layanan (Kualitas yang diselenggarakan
Pelayanan) sesuai standar
Terwujudnya Sinergitas antara | Persentase hasil 100% 100% 100%

Pemerintah Desa dan
Pemerintah Daerah

koordinasi yang
ditindaklanjuti

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi

anggaran, sebagai berikut:
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Tabel 1.4 Anggaran Per Program

No

Program

Anggaran

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 2.499.123.000

Desa

Kabupaten/kota

2 | Program  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan Rp. 14.459.400
Pelayanan Publik

3 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Rp. 426.818.500
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lll.1 Pengukuran Kinerja

BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kecamatan Pungging tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran

strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025

adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran

strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran

strategis yang diperjanjikan Kecamatan Pungging Tahun 2025. Terdapat 2 Perjanjian

Kinerja yang terealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan
2021-2025 sebagai berikut :

1.

Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator;

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;

Tabel 111.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Tewujudnya pelayanan

publik yang optimal

IKM Kecamatan

91

91,27

100,2%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja

tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO | KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET |REALISASI| 7% CAPAIAN
1 Terselenggaranya Persentase pelayanan yang
pelayanan PATEN terlayani sesuai standar pelayanan 100% 100% 100%
sesuai standar
pelayanan
2 | Terselenggaranya
fasilitasi dan Persentase hasil koordinasi yang 100% 100% 100%
koordinasi ditindaklanjuti
pemerintahan
3 | Meningkatnya 3.1 |Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,50 82,59 100,1%
Tatakelola Birokrasi
Pemerintahan yang 3.9 Persentase Realisasi Anggaran 95,90% 95,90% 100%
" |Perangkat Daerah
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Efektif, Efisien dan 3 3 [Indeks Profesionalitas ASN 81 81,1 100,1%
Akuntabel :
4 | Optimalisasi Kualitas 2 inovasi | 2 inovasi 100%

Pelayanan melalui
Pembangunan Inovasi
yang Mempunyai Nilai
Tambah

Jumlah Inovasi yang terinternalisasi

dan tersosialisasi serta

berkelanjutan

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-

2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;

Tabel Ill.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No Sasaran Strategis Ir((iirillgjt:r T Realisasi per Triwulan Re2a;|255aS| Capaian
I | ]l v

1 Meningkatnya Kinerja | IKM Kecamatan 91 0 0 0 91,27 91,27 100,2%
Layanan Kecamatan

2 Meningkatnya Nilai SAKIP 82,50 0 0 82,59 0 82,59 100.1%
Kualitas Tata Kelola Kecamatan
Penunjang
Pencapaian Kinerja
Perangkat Daera

3 Meningkatnya Persentase 100% | 25% | 50% 75% 100% 100% 100%
Kualitas Ketepatan layanan yang
Layanan (Kualitas diselenggarakan
Pelayanan) sesuai standar

4 Terwujudnya Persentase hasil | 100% | 25% | 50% 75% 100% 100% 100%
Sinergitas antara koordinasi yang
Pemerintah Desa dan | ditindaklanjuti
Pemerintah Daerah

20




lll.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Kecamatan Pungging memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya

dengan 6 indikator kinerja.

Formulasi perhitungan seluruh sasaran strategis dengan indikator kinerja dan seluruh

kinerja lainnya dengan indikator kinerja periode 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Indikator . . Sumber

No Strateai Kineri Satuan Penjelasan/Formulasi Dat

gis inerja ata

1. Meningkatnya IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan Laporan
Kinerja Layanan Hasil Sukma-
Kecamatan Ket: E

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah
hasil pengukuran dari kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat berupa
angka. Survei Kepuasan Masyarakat
adalah kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Kategori Tidak Baik : 25,00 — 64,99
Kategori Kurang Baik : 65,00 — 76,60
Kategori Baik : 76,61 — 88,30
Kategori Sangat Baik : 88,31 — 100,00
Total dari Nilai Persepsi per Unsur
---- X Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi

2. Meningkatnya Persentase Persentase | Jumlah layanan yang terlayani sesuai | Laporan
Kualitas layanan yang standar Hasil
Ketepatan diselenggarakan Pelayanan
Layanan sesuai standar | | -—ee- x 100%

(Kualitas Jumlah pelayanan yang terlayani
Pelayanan)

3. Terwujudnya Persentase hasil | Persentase | Jumlah dokumen hasil koordinasi Dokumen
Sinergitas koordinasi yang yang ditindaklanjuti Hasil
antara ditindaklanjuti Koordinasi
Pemerintah | | | e x 100%

Desa dan Jumlah dokumen hasil koordinasi
Pemerintah
Daerah
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Sasaran Indikator . . Sumber
No Strateqi Kineri Satuan Penjelasan/Formulasi Dat
gis inerja ata
4. Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Nilai SAKIP Kecamatan Laporan
Kualitas  Tata | Kecamatan Ket: Hasil
Kelola Kategori Sangat Kurang : 0 — 30 Evaluasi
Penunjang Kategori Kurang : 30 — 50 SAKIP
Pencapaian Kategori Cukup : 50 — 60
Kinerja Kategori Baik : 60 -70
Perangkat Kategori Sangat Baik : 70 — 80
Daerah Kategori Memuaskan : 80 -90
Kategori Sangat Memuaskan : 90 —
100
5. Persentase Nilai Formulasi Perhitungan : Realisasi
Realisasi Prosentase realisasi anggaran -------- Anggaran
Anggaran x 100%
Perangkat Tingkat kepuasan terhadap realisasi
Daerah anggaran Perangkat Daerah
6. Indeks Nilai Formulasi Perhitungan :
Profesionalitas Jumlah IP ASN Perangkat Daerah --—- | Nilai IP ASN
ASN X
100%
Tingkat kepuasan terhadap IP ASN
Perangkat Daerah
7. Optimalisasi Jumlah Inovasi Inovasi Formulasi Perhitungan : Laporan
Kualitas yang Jumlah pelayanan melalui Pelaksanaan
Pelayanan terinternalisasi pembangunan inovasi ------------=--=---- Inovasi
melalui dan tersosialisasi x 100%
Pembangunan serta Tingkat kepuasan terhadap pelayanan
Inovasi yang | berkelanjutan melalui pembangunan inovasi
Mempunyai
Nilai Tambah
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Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (periode 2025-2029) memiliki 4 sasaran

strategis dan 4 indikator kinerja dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Sasaran Indikator . . Sumber

No Strateqi Kineri Satuan Penjelasan/Formulasi Dat

gis inerja ata

1. Meningkatnya IKM Kecamatan Nilai IKM Kecamatan Laporan
Kinerja Layanan Hasil Sukma-
Kecamatan Ket: E

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah
hasil pengukuran dari kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat berupa
angka. Survei Kepuasan Masyarakat
adalah kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Kategori Tidak Baik : 25,00 — 64,99
Kategori Kurang Baik : 65,00 — 76,60
Kategori Baik : 76,61 — 88,30
Kategori Sangat Baik : 88,31 — 100,00
Total dari Nilai Persepsi per Unsur
---- X Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi

2 Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Nilai SAKIP Kecamatan Laporan
Kualitas  Tata | Kecamatan Ket: Hasil
Kelola Kategori Sangat Kurang : 0 — 30 Evaluasi
Penunjang Kategori Kurang : 30 — 50 SAKIP
Pencapaian Kategori Cukup : 50 — 60
Kinerja Kategori Baik : 60 -70
Perangkat Kategori Sangat Baik : 70 — 80
Daerah Kategori Memuaskan : 80 -90

Kategori Sangat Memuaskan : 90 —
100

3. Meningkatnya Persentase Persentase | Jumlah layanan yang terlayani sesuai | Laporan
Kualitas layanan yang standar Hasil
Ketepatan diselenggarakan Pelayanan
Layanan sesuai standar | | --- x 100%

(Kualitas Jumlah pelayanan yang terlayani
Pelayanan)

3. Terwujudnya Persentase hasil | Persentase | Jumlah dokumen hasil koordinasi Dokumen
Sinergitas koordinasi yang yang ditindaklanjuti Hasil
antara ditindaklanjuti Koordinasi
Pemerintah | | | e x 100%

Desa dan Jumlah dokumen hasil koordinasi
Pemerintah
Daerah
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Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung

mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 111.2.A
Perbandingan Realisasi Kinerja
(sesuai dengan Dokumen Perencanaan periode 2021-2025)

Target

. s . Progres
Sasaran Indikator Realisasi Akhir -
b Strategis Kinerja Renstra CETEIE
2021 | 2022 2023 | 2024 | 2025
1 Tewujudnya 0
pelayanan IKM Kecamatan N/A 90 90,12 | 90,25 91,27 92,00 99,20%
publik yang
optimal

Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan

publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 91,27% dengan progres capaian

akhir renstra sudah mencapai 99,20% (target akhir renstra 92) angka capaian tersebut

didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 dan

nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2. Keberhasilan capaian target

tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

a. Kualitas pelayanan yang baik, meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang
tidak berbelit

b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah

c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai, terdiri dari ruang tunggu yang

nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib

d. Transparansi serta kepastian layanan

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan

periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

nya pelayanan
PATEN sesuai
standar
pelayanan

pelayanan yang
terlayani sesuai
standar

pelayanan

Target
No Kinerja Indikator Realisasi Akhir 2;02,::
Lainnya Kinerja Renstra P
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1| Terselenggara | persentase N/A| 100% | 100% | 100% 100%
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1.

R . s Targgt Progres
No Klperja In(.:hka_tor Realisasi Akhir Capaian
Lainnya Kinerja Renstra
2021 | 2022 2023 | 2024 | 2025
2 | Terselenggara | persentase hasil | N/A | 100%% | 100% | 100% | 100% - -
nya fasilitasi
dan koordinasi | koordinasi yang
pemerintahan | gitindaklanjuti
3 Meningkatnya | A. Nilai SAKIP | N/A 76,90 79,68 82 82,59 81,15 101,77
Tatakelola Perangkat
Birokrasi Daerah
Pemerintahan B. Persentase
yang Efektif, Realisasi 83,50 | 94,5% | 93,18% | 9495, | 95,90% 93,25% 102,84
Efisien dan Anggaran % 81%
Akuntabel Perangkat
Daerah
as ASN NIA
4 Optimalisasi Jumlah Inovasi 2 2 2 2 2 - 100%
Kualitas yang
Pelayanan terinternalisasi
melalui dan
Pembangunan | tersosialisasi
Inovasi yang serta
Mempunyai berkelanjutan
Nilai Tambah

Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan”

pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan

di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi

laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan

triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang

telah dilakukan diantaranya :

A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami

B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah

C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan

D. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga
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2. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran
strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah
sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang
telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan
beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian
C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

3. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya
Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025
adalah sebesar 82,59. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada
dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi
penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan
beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan

Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan

Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indicator

Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan

moow?>

Tertib Administrasi dan Dokumentasi

4. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada sasaran
strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan
Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 95,90%. Angka capaian tersebut didapatkan
dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran.
Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan
diantaranya :
A. Perencanaan anggaran yang matang
B. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
C. Adanya Evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala
D. Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA

E. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan
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5. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” pada sasaran strategis Meningkatnya
Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025
adalah sebesar 81,1. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen Nilai IP ASN.
Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan
diantaranya :

A. Adanya penilaian kinerja yang Objektif
B. Adanya Komitmen Pimpinan dalam Pembinaan ASN
C. Penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan

6. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta
berkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui
Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 2
inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi.
Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan
diantaranya :

A. Adanya penyebarluasan inovasi kepada ASN dan masyarakat
B. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung
C. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
D. Dokumentasi dan Legalitas yang Kuat pada setiap inovasi
Tabel 111.2.B
Perbandingan Realisasi Kinerja
(Sesuai dengen Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)
Realisasi Target Progres
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2024 2025 Akhir Capaian
Renstra
1 Meningkatnya IKM Kecamatan 90,25 91,27 92,00 99,20%
Kinerja Layanan
Kecamatan
2 Meningkatnya Nilai SAKIP 82 82,59 81,15 101,77%

Kualitas Tata Kelola Kecamatan
Penunjang
Pencapaian Kinerja

Perangkat Daera
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Realisasi Target Progres
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2024 2025 Akhir Capaian
Renstra
3

Meningkatnya
Kualitas Ketepatan

Layanan (Kualitas

Persentase layanan

yang
diselenggarakan

100%

100%

100%

100%

Pelayanan) sesuai standar
4 Terwujudnya Persentase hasil 100% 100% 100% 100%
Sinergitas antara koordinasi yang di
Pemerintah Desa tindaklanjuti
dan Pemerintah
Daerah
1. Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan

publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 91,27% dengan progres capaian
akhir renstra sudah mencapai 99,20% (target akhir renstra 92). Angka capaian tersebut
didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 dan
nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2. Keberhasilan capaian target
tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

a. Kualitas pelayanan yang baik, meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang

tidak berbelit
b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah
c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai, terdiri dari ruang tunggu yang
nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib

d. Transparansi serta kepastian layanan
Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya
Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025
adalah sebesar 82,59 dengan progres capaian akhir renstra sudah mencapai 101,77%
(target akhir renstra 81,15). Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada
dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi
penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan
beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan

C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indicator
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D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan

E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi

3. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan”
pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan
di tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan progres capaian akhir renstra sudah
mencapai 100% (target akhir renstra 100%). Angka capaian tersebut didapatkan dari
akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1
sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa
upaya yang telah dilakukan diantaranya :
A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami
B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah
C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan

D. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga

4. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran
strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah
sebesar 100% dengan progres capaian akhir renstra sudah mencapai 100% (target
akhir renstra 100%). Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi
yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut
dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian

C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
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Sedangkan sasaran dan capaian indikator program rutin pada Kecamatan Pungging

adalah sebagai berikut:

1.

Tabel 111.2.C
Perbandingan Realisasi Kinerja
(Sesuai dengen Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026)

. Target
Sasaran Inc.llkat.or Realisasi Akhir Progl:es
No P Kinerja Capaian
rogram Proaram Renstra
g 2021 2022 2023 | 2024 | 2025
1 Meningkatnya a. Nilai Sakip N/A 76,90 79,68 82 82,59 81,15 | 101,77%
Tatakelola b. Jumlah 2 2 2 2 2 ]
Birokrasi . .
inovasi yang
Pemerintahan . .
terinternalisasi
yang Efektif, dan
Efisien dan C
tersosialisasi
Akuntabel
serta
berkelanjutan
Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis

Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan
Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 82,59 dengan progres capaian akhir renstra
sudah mencapai 101,77% (target akhir renstra 81,15). Angka capaian tersebut
didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun
berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan Kkinerja,
pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah
dilakukan diantaranya :

Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan

Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan

Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indicator

Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan

moowe?

Tertib Administrasi dan Dokumentasi

Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta
berkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui
Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar

2 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi.
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Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah
dilakukan diantaranya :

A. Adanya penyebarluasan inovasi kepada ASN dan masyarakat

B. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung

C. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan

D. Dokumentasi dan Legalitas yang Kuat pada setiap inovasi

Tabel 111.2.D
Perbandingan Realisasi Kinerja
(Sesuai dengen Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

N Indikator Kinerja Realisasi Targgt Progn:es
o Sasaran Program Program 2024 2025 Akhir Capaian
Renstra
1 Meningkatnya Kualitas | a. Tingkat Kepuasan 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Umum dan | Pengguna Layanan
Kepegawaian serta Kesekretariatan
Perencanaan dan b. Persentase
Keuangan Realisasi Anggaran 95,81% 95,90% 96,15% 99,73%
PD

Capaian indikator “Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan” pada
sasaran program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta
Perencanaan dan Keuangan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Keberhasilan
capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan
diantaranya :

A. Kualitas Pelayanan yang Responsif

B. Sarana dan Prasarana yang Mendukung

C. Koordinasi Internal yang Baik

D. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas

. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada
sasaran program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta
Perencanaan dan Keuangan di tahun 2025 adalah sebesar 95,90% dengan progres
capaian akhir renstra sudah mencapai 99,73% (target akhir renstra 96,15%). Angka

capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan
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dengan pagu anggaran. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan
beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

A. Perencanaan anggaran yang matang

Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan

Adanya Evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala

Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA

moow

Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan

lll.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting untuk
mengukur kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IKM Kecamatan Pungging (91,27) menunjukkan
angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Daerah Kabupaten
Mojokerto (90,87) dan IKM Provinsi Jawa Timur (89,71). Kondisi ini mengindikasikan
bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan dinilai lebih baik oleh
masyarakat dibandingkan dengan rata-rata pelayanan yang diberikan oleh perangkat
daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Provinsu Jawa

Timur dengan grafik, sebagai berikut:

Nilai IKM

IKM PROVINSI JAWA TIMUR

IKM PEMERINTAH DAERAH

IKM KECAMATAN PUNGGING

88,5 89 89,5 90 90,5 91 985

® Nilai IKM
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Dengan adanya berbagai aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas
kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Pungging, lebih sistematis,
efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pungging
yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 82,59. Peningkatan kinerja juga
dibuktikan melalui nilai SAKIP Kecamatan Pungging yang lebih baik dari tahun
sebelumnya sebesar 82. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP
Kabupaten Mojokerto yaitu 75,67 namun masih lebih rendah dari nilai SAKIP Provinsi

Jawa Timur yaitu 82,85 dengan rincian, sebagai berikut:

Capaian SAKIP Tahun 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto

2 75 78 81

7 84

m 2025

Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai SAKIP

lll.4 Akuntabilias Anggaran
Anggaran Kecamatan Pungging tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.940.400.900,00
dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.
2.819.747.543,00 atau sebesar 95,90% dari total pagu anggaran dengan rincian,

sebagai berikut :

Tabel 111.4
Realisasi Anggaran Tahun 2025
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
1 Program Penunjang Urusan Rp. 2.499.123.000,00 Rp. 2.392.114.773,00 95,71%
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
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NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
2 Program Penyelenggaraan Rp. 14.459.400,00 Rp. 13.460.770,00 93,09%
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
3 Program Pembinaan Rp. 426.818.500,00 Rp. 414.172.000,00 97,03%
Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
TOTAL Rp. 2.940.400.900,00 Rp. 2.819.747.543,00 95,90%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja

dengan keuangan dilihat dari sasaran strategis (IKU), sebagai berikut:

Tabel I11.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran
. Kinerja Anggaran
Sasaran Indikator Realisas | Capai
Strategis Kinerja Target i an Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatny | IKM 91 91,27 100,2 Rp. Rp. 2.819.747.543,00 | 95,90%
a Kinerja Kecamatan % 2.940.400.900,00
Layanan
Kecamatan
Meningkatnya | Nilai SAKIP 82,50 82,59% 100,17 | Rp. 2.499.123.000,00 | Rp. 2.392.114.773,00 | 95,71%
Kualitas Tata | Kecamatan % %
Kelola
Penunjang
Pencapaian
Kinerja
Perangkat
Daerah
Meningkatnya | Persentase 100% 100% 100% Rp. 14.459.400,00 Rp. 13.460.770,00 93,09%
Kualitas layanan yang
Ketepatan diselenggarakan
Layanan sesuai standar
(Kualitas
Pelayanan)
Terwujudnya | Persentase 100% 100% 100% Rp. 426.818.500,00 Rp. 414.172.000,00 97,03%
Sinergitas hasil koordinasi
antara yang di
Pemerintah tindaklanjuti
Desa dan
Pemerintah
Daerah
_ Rata-rata capaian 100% Total capaian 95,27%

Pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis diatas, didukung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 2.940.400.900,00 dengan realisasi sebesar Rp

2.819.747.543,00 atau 95,90%. Capaian tersebut menunjukkan adanya total efisiensi

anggaran sebesar 4,10% atau senilai Rp 120.653.357,00. Dengan capaian kinerja

sebesar 100%, efisiensi tersebut di dapat dari :

1. Efisiensi dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dikarenakan ada

beberapa kekosongan jabatan namun output sub kegiatan tersebut tetap tercapai

yaitu pemenuhan/pembayaran gaji dan tunjangan ASN walaupun ada silpa.
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2. Efisiensi dari sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan dikarenakan adanya silpa selisih harga penawaran di e-katalog
dengan standar satuan harga di SIPD namun output target kinerja tetap tercapai.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Pungging berada pada

kategori sangat baik, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola

pemerintahan, serta sinergi yang efektif antara pemerintah kecamatan dan pemerintah

desa.
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BAB IV
PENUTUP

Capaian kinerja Kecamatan Pungging pada periode pelaporan menunjukkan hasil
yang cukup baik, tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang
berjalan sesuai dengan rencana serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang
sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat, fasilitasi pemerintahan desal/kelurahan, serta pelaksanaan
koordinasi lintas sektor dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan kontribusi
positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Begitu
pula untuk capaian anggaran, dari pagu anggaran Kecamatan Pungging Tahun 2025
sebesar Rp. 2.940.400.900,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal
31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.819.747.543,00 atau 95,90%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek kinerja yang perlu ditingkatkan,
khususnya dalam hal optimalisasi pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya
aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai tantangan seperti keterbatasan
sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kompleksitas permasalahan

wilayah menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan dalam rangka

peningkatan kinerja Kecamatan Pungging meliputi:

1. Berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan
melalui perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,
peningkatan kompetensi aparatur

2. Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah

desa/kelurahan

Pengembangan inovasi pelayanan publik

Penguatan monitoring dan evaluasi

Peningkatan disiplin dan akuntabilitas aparatur

o o b~ w

Pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan guna mewujudkan
pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.
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Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Pungging pada
tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan mampu mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat di wilayah Kecamatan Pungging.

Mojokerto, 21 Juli 2026
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LAMPIRAN

7. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 (dibawah)

8. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025 (dibawah)

9. Pengukuran Kinerja (E-81). (dibawah)
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KECAMATAN PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M.
Jabatan: Camat Pungging Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Pertama
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Lampiran
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KECAMATAN PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO
WO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET J
1 Tewujudnya pelayanan publik |KM Kecamatan 91
yang optimal
NO KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET
Terselenggaranya pelayanan Persentase pelayanan yang terlayani 100%
1 | PATEN sesuai standar sesuai standar pelayanan
pelayanan
2 Terselenggaranya fasilitasi dan Persentase hasil koordinasi yang 100%
koordinasi pemerintahan ditindaklanjuti
3 | Meningkatnya Tatakelola 3.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,5 (A)
glf?klgf 2;?:%:;3 X:Snyt:ggl 3.2 | Persentase Realisasi Anggaran 95,90%
' Perangkat Daerah
3.3 | Indeks Profesionalitas ASN 81 (Tinggi)
4 | Optimalisasi Kualitas
Pelayanan melalui Jumlah Inovasi yang terinternalisasi 2 jricvasi
Pembangunan Inovasi yang dan tersosialisasi serta berkelanjutan
L Mempunyai Nilai Tambah
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Program Penunjang Urusan APBD 2025
1 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.556.505.100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan
2 APBD 2025
Dan Pelayanan Publik Rp. 6.200.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan APBD 2025
4 Pemerintahan Desa Rp.184.330.900 .

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
_Bupati Mojokerto Cam Pungging

-Mojokerto
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